ABSTRAK

Salman Abdul Rouf Aq, 1203010136 Tahun 2024 Pembatalan
Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pasca Putusan
Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.)

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22
bahwasanya perkawinan dapat diabatalkan apabila para pihak tidak memenuhi
syarat syarat perkawinan, salah satunya ialah ketika melakukan poligami harus atas
dasar izin dari istri pertama serta izin dari pengadilan. Sedangkan pada perkara
tersebut terjadinya pemalsuan identitas oleh istri kedua, Oleh sebab itu pada
putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. Majelis
hakim memberikan amar putusan yang memutuskan perkawinan antara Termohon
I dengan Termohon II dibatalkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama Pertimbangan
hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan
dikarenakan pemalsuan identitas pada Putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.
kedua Akibat Hukum dari pembatalan perkawinan pada putusan Nomor
5371/Pdt.G/2022/PA.Badg.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Teori yang dikemukakan
Ibnu Qayyim menggunakan teori saddu al-dzari’ah yang memiliki arti menutup
jalan kerusakan (mafsadah). Yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan pada
putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus penelitian ini
termasuk penelitian hukum normatif sehingga menggunakan pendekatan kasus case
approach. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi
pustaka.

Hasil penelitian ini yang pertama pertimbangan hukum Hakim pada putusan
Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. bahwa pembatalan nikah merupakan
pembatalan nisbi dan sesuai dengan Pasal 23 dan 24 pemohon memiliki kompetensi
untuk mengajukan perkara ini, Hakim juga mempertimbangkan telah terjadi
kebohongan berdasarkan pengakuan Termohon I dengan keterangan dan bukti yang
ada telah sesuai fakta oleh karena itu akta Nikah antara Termohon I dan Termohon
II dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua Akibat hukum pasca
putusan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Badg. yakni membatalkan akta nikah antara
Termohon I dan Termohon II karena terbukti melakukan pemalsuan identitas
mengenal memalsukan tanda tangan Pemohon salah satunya, karena permalsuan
identitas bukan termasuk ranah Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama hanya
memutuskan perkara mengenai pembatalan perakwinanya saja, disamping itu
akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada status anak dan
harta diantara keduanya.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan identitas, Putusan Nomor
5371/Pdt.G/2022/PA.Badg
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